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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A . Kesejahteraan 

 1 . Pengertian Kesejahteraan 

 Manusia atau tenaga kerja merupakan sumber nilai terpenting dalam suatu 

perusahaan, tanpa adanya tenaga kerja sebuah perusahaan bukanlah apa-apa. Oleh 

karena itu sebuah perusahaan setelah mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan 

kualifikasinya, maka diperlukan adanya pemeliharaan terhadap mereka sebagai 

upaya untuk mempertahankan stamina mereka dalam melakukan pekerjaanya, 

diantaranya dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan 

karyawan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan karyawan dalam meraih 

hidup dan keberhasilan perusahaan karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan 

karyawan.  

Hasibuan mendefinisikan kesejahteraan karyawan adalah “balas jasa 

pelengkap (material dan  non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. 

Tujuanya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental 

karyawan agar produktifitas kerjanya meningkat”.
1
 Sedangkan sejahtera adalah 

suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara relatif dan ada rasa aman 

dalam menikmatinya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, 

semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan 

sehingga labour turnover relatif rendah.
2
 

Sedangkan menurut Hariandja “tunjangan-tunjangan dan program 

kesejahteraan karyawan yang pemberianya tidak didasarkan pada kinerja pegawai, 

tetapi didasarkan pada keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi, serta 

pegawai sebagai seorang manusia  yang memiliki banyak kebutuhan agar dapat 

menjalankan kehidupanya secara normal dan dapat bekerja lebih baik” Disebut 

juga dengan program-program kesejahteraan atau benefit and service, kompensasi 

                                                 
1
 Malayu. S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi, Bumi Aksara,  2003, 

hlm.185. 
2
 Ibid.  
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pelengkap dan lain-lain.
3
 Lebih lanjut Hariandja mengatakan apapun istilah yang 

digunakan, maksud dan tujuan pemberianya sama, yaitu untuk membantu pegawai 

memenuhi kebutuhanya di luar kebutuhan rasa adil, kebutuhan fisik dalam rangka 

meningkatkan komitmen pegawai kepada organisasi, meningkatkan produktivitas, 

mengurangi perputaran kerja, dan mengurangi gangguan unjuk rasa sebagai faktor 

yang sangat penting dalam usaha meningkatkankan efektivitas organisasi
4
. 

Sedangkan wibowo menyatakan bahwa pada umumnya tunjangan tidak dikaitkan 

dengan prestasi kerja, menurutnya tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan 

pemberian kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja menjadi 

lebih merasa nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan.
5
 

Simamora mengemukakan bahwa “ tunjangan karyawan adalah 

pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji 

pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini
6
. 

Sedangkan Wungu dan Brotoharsojo mengatakan bahwa “ tunjangan atau fringe 

and benefit adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait 

langsung dengan berat ringanya tugas jabatan dan prestasi kerja pegawai atau 

merupakan indirect compensation.
7
 

Sedangkan menurut UU tentang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, 

dijelaskan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh adalah “suatu pemenuhan 

kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat”.
8
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa program 

kesejahteraan karyawan adalah imbalan diluar gaji atau upah (kompensasi 

                                                 
3
Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, 

Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai, Grasindo, 2009. Hlm. 279. 
4
 Ibid. 

5
 Wibowo, Manajemen Kinerja, PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm.349. 

6
 Simamora. Dalam M. Kadarisman,Manajemen Kompensasi, Rajawali pers, 2012, hlm. 229. 

7
 Ibid. 

8
 UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, Bab I pasal 1. 
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langsung), atau berupa balas jasa tidak langsung (kompensasi tidak langsung atau 

disebut juga dengan tunjangan
9
) yang diberikan kepada karyawan dan 

pemberianya tidak berdasarkan kinerja karyawan akan tetapi didasarkan atas 

keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi serta eksistensinya sebagai manusia 

seutuhnya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan karyawan diluar upah atau 

gaji. Termasuk ruang lingkup program kesejahteraan karyawan adalah tunjangan, 

kompensasi tidak langsung atau kompensasi pelengkap benefit and service, dan 

lain-lain dengan berbagai macam istilah yang berbeda, namun tujuanya sama. 

Selanjutnya  Menurut Hasibuan
10

 antara kompensasi langsung (gaji /upah) dengan 

kesejahteraan karyawan (kompensasi tidak langsung) terdapat persamaan dan juga 

perbedaan, persamaan diantara keduanya antara lain sebagai berikut : 

a. Gaji / upah (kompensasi langsung) dan kesejahteraan karyawan 

(kompensasi tidak langsung) adalah sama-sama merupakan pendapatan 

(outcomes) bagi karyawan. 

b. Pemberian gaji / upah dan  kesejahteraan bertujuan sama yakni memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dan keterikatan karyawan. 

c. Gaji / upah dan kesejahteraan adalah biaya bagi perusahaan 

d. Pemberian gaji / upah dan kesejahteraan dibenarkan oleh peraturan legal, 

jadi bisa dimasukkan dalam neraca fiskal perusahaan tersebut. 

Sedangkan perbedaan diantara keduanya antara lain : 

a. Gaji / upah adalah hak karyawan untuk menerimanya dan menjadi 

kewajiban perusahaan membayarnya. 

b. Gaji / upah wajib dibayar perusahaan sedangkan kesejahteraan diberikan 

hanya atas kebijaksanaan saja. Bukan merupakan kewajiban perusahaan 

atau sewaktu-waktu dapat ditiadakan. 

c. Gaji / upah harus dibayar dengan finansial (uang / barang), sedangkan 

kesejahteraan diberikan dengan finansial dan non finansial (fasilitas) 

                                                 
9
 Moorhead & Griffin, Perilaku Organisasi : Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 

Edisi 9, Salemba Empat, 2013, hlm.160. 
10

 Malayu.S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Op.Cit, hlm.186-187. 
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d. Gaji / upah waktu dan besarnya tertentu, sedangkan kesejahteraan waktu 

dan besarnya tidak tertentu. 

2 . Tujuan Pemberian Kesejahteraan 

Baik dari persamaan maupun perbedaan antara  kompensasi langsung dan 

kesejahteraan karyawan, bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan karyawan 

diberikan setelah perusahaan melakukan kewajibannya dengan memberikan upah 

atau gaji kepada karyawan, dan selanjutnya pemberian kesejahteraan sendiri 

diberikan berdasarkan atas kebijaksanaan perusahan. Oleh karena itu 

kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan hendaknya bermanfaat dan 

mendorong untuk tercapainya perusahaan, karyawan, serta tidak melanggar 

peraturan legal pemerintah.
11

 Adapun tujuan pemberian kesejahteraan menurut 

Hasibuan antara lain sebagai berikut: 
12

 

a. Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada 

perusahaan. 

b. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta 

keluarganya. 

c. Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktifitas kerja karyawan. 

d. Menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. 

e. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. 

f. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. 

g. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. 

h. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

i. Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

manusia  indonesia. 

j. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. 

k. Meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. 

                                                 
11

 Ibid, hlm.187. 
12

 Ibid. 
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Sedangkan menurut Hariandja tujuan dari program kesejahteraan adalah :
13

 

a. Membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhanya (diluar kebutuhan rasa 

adil ) 

b. Meningkatkan komitmen karyawan kepada perusahaan 

c. Meningkatkan produktivitas, 

d. Mengurangi perputaran kerja, dan 

e. Mengurangi gangguan unjuk rasa sebagai faktor yang sangat penting dalam 

usaha meningkatkan efektivitas organisasi. 

3 . Dimensi-dimensi Kesejahteraan 

 Bicara tentang kesejahteraan karyawan, tidak terlepas dari masalah 

kompensasi, karena seperti dijelaskan di awal bab bahwa program kesejahteraan 

atau tunjangan karyawan (disebut juga dengan istilah kompensasi tidak langsung) 

menurut Simamora adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang 

melindungi dan melengkapi gaji pokok yang dibayarkan sebagian atau semuanya 

oleh perusahaan
14

.  Oleh karena itu kompensasi langsung (direct compensation) 

dalam hal ini mencakup gaji dan insentif merupakan suatu kewajiban perusahaan 

yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik atas jerih payah yang telah 

dilakukan oleh karyawan. Disamping itu kompensasi merupakan sumber 

pendapatan karyawan, dengan pendapatan tersebut ia dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pokok hidupnya sekaligus merupakan salah satu elemen kepuasan 

kerja. semakin puas seorang karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya, 

maka akan semakin puas karyawan tersebut terhadap pekerjaanya, begitu pula 

sebaliknya.
15

  

Menurut Hasibuan kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu :
16

 

1. Kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, upah, dan 

upah insentif. 

                                                 
13

Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, 

Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai, Op.Cit, hlm.279. 
14

 Simamora, dalam M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi, Op.Cit, hlm.229. 
15

 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Op.Cit. hlm.216. 
16

 Malayu.S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Op.Cit, hlm.118. 
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2. Kompensasi tidak langsung (indirect compensation / employee welfare) 

a. Kompensasi langsung (direct compensation). 

Menurut Hani handoko, kompensasi adalah “ pemberian kepada karyawan 

dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang 

dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang 

akan datang.
17

 Sedangkan menurut Hasibuan, kompensasi adalah “ semua 

pendapatan yang berbentuk uang,  atau barang, langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, 

dan kompensasi (langsung) ini merupakan hak bagi karyawan dan menjadi 

kewajiban perusahaan untuk membayarnya.
18

 Kompensasi ini berupa gaji, upah 

dan upah insentif. 

1) Gaji & Upah 

Menurut Moeheriono, Gaji ( sallary ) adalah suatu bentuk balas jasa 

ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang 

karyawan atas jasa dan hasil kerjanya
19

. Menurutnya gaji juga sering  

disebut dengan upah dimana keduanya merupakan suatu bentuk 

kompensasi. Yang membedakan keduanya adalah masalah kuatnya ikatan 

kerja dan jangka waktu penerimaanya saja, dimana seseorang mendapatkan 

gaji jika ikatan kerjanya kuat, jika ikatan kerjanya kurang kuat maka ia 

mendapatkan upah. Sedangkan jika dilihat dari segi jangka waktu 

penerimaanya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, 

sedangkan upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. 

2) Insentif 

Insentif merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya, diadakanya 

insentif oleh perusahaan bertujuan untuk mendorong produktivitas kerja 

yang lebih tinggi.
20

 

                                                 
17

 T.Hani Handoko, Manajemen ,BPFE Yogyakarta, 2003, hlm.245. 
18

 Malayu.S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Op.Cit, hlm.118. 
19

 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Op.Cit. hlm. 252. 
20

 Ibid, hlm.259. 
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Menurut Siagian dewasa ini sistem insentif yang dikenal dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok utama, yaitu sistem insentif pada tingkat individual
21

, 

(seperti piecework, bonus produksi, komisi, kurva kematangan) dan sistem 

insentif pada tingkat kelompok (seperti insentif produksi, bagi keuntungan, dan 

pengurangan biaya).
22

 

1) Sistem  Insentif individual 

a) Piecework, yaitu insentif finansial berdasarkan jumlah hasil 

pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam unit produksi. Sebagai 

contoh, dalam kegiatan perakitan. Jika pada satu kurun waktu tertentu, 

misalnya satu hari atau satu minggu, satu kelompok kerja menghasilkan 

sejumlah unit produksi, penghasilan setiap karyawan dihitung atas dasar 

jumlah unit yang mereka hasilkan. Sehingga semakin banyak unit 

produksi yang mereka hasilkan, makin tinggi pula insentif yang 

diterimanya. 

b) Bonus produksi, insentif ini diberikan kepada karyawan yang mampu 

bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi  yang baku 

terlampui. Menurut Siagian ada tiga bentuk melampui tingkat produksi. 

Pertama, berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam 

kurun waktu tertentu. Kedua, apabila terjadi penghematan waktu. 

Ketiga, bonus yang diberikan berdasarkan penghitungan progresif. 

Artinya jika seorang karyawan makin lama makin mampu 

memproduksi barang dalam jumlah yang semakin besar, makin besar 

pula bonus yang diterimanya untuk setiap kelebihan produk yang 

dihasilkanya.
23

 

c) Komisi. Pada dasarnya ada dua bentuk sistem ini. Pertama, 

karyawan memperoleh gaji pokok, akan tetapi penghasilanya dapat 

bertambah dengan bonus yang diterimanya karena keberhasilan 

melaksanakan tugas. Kedua, karyawan memperoleh penghasilan 

                                                 
21

 Yaitu, suatu insentif yang diberikan secara perorangan atas prestasi 

kerjanya.(Wibowo,Manajemen Kinerja,Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 357). 
22

 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, 2009, hlm.268. 
23

 Ibid, hlm.269. 
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semata-mata berupa komisi. Cara kedua ini paling sering diterapkan 

bagi tenaga-tenaga penjualan di perusahan tertentu, seperti penjualan 

kendaraan bermotor. 

d) Kurva kematangan, suatu sistem kompensasi yang diberikan kepada 

tenaga profesional yang karena masa kerja dan golongan pangkat serta 

gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, 

maka dibuat suatu kurva prestasi kerja. jika kurva tersebut 

menunjukkan bahwa prestasi kerja mereka lebih besar dari prestasi 

kerja normal, maka kepadanya diberikan insentif tertentu. Dengan 

demikian, meskipun golongan pangkat dan ruang gaji sudah maksimal, 

penghasilan riil mereka masih dapat ditingkatkan.
24

 

e) Insentif bagi para eksekutif. Pada umumnya sistem insentif bagi para 

manajer mendapat perhatian serius, mengingat pentingnya peranan para 

manajer dalam menjalankan dan mengemudikan roda perusahaan. 

Bentuk insentif bagi para eksekutif tersebut dapat beraneka ragam, 

misalnya manajer yang relatif masih muda sangatmungkin 

mendambakaninsentif finansialberupa bonus tunai karena penghasilan 

ekstra tersebut sangat mereka butuhkan untuk membiayai kebutuhan 

keluarga. sebaliknya manajer yang lebih senior mungkin lebih 

mengutamakan insentif yang dapat dinikmati dihari tua, misalnya 

setelah pensiun pada waktu dimana penghasilanya akan berkurang, 

maka untuk kepentingan seperti itu perusahaan menawarkan pembelian 

saham kepada mereka dengan harga yang mempunyai daya tarik kuat 

bagi manajer untuk membelinya. Sistim insentif apapun yang 

diterapkan bagi para eksekutif yang jelas ialah bahwa sistem tersebut 

dikaitkan dengan prestasi organisasi, bukan atas prestasi karyawan atau 

satuan kerja tertentu.
25

 

 

 

                                                 
24

 Ibid. 
25

 Ibid, hlm.271. 
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2)  Sistem insentif Kelompok. 

 Menurut Siagian,
26

 rencana sistem insentif kelompok, merupakan 

suatu penghargaan atas keberhasilan kolektif, yang bentuknya antara 

lain : 

a) Rencana insentif produksi, yaitu suatu rencana jangka pendek 

dimana pada saat tertentu perusahaan menghadapi persaingan ketat. Pada 

saat-saat tersebut biasanya suatu perusahaan sangat tergantung pada 

keberhasilan menghadapi persaingan yang timbul, sehingga aryawan 

didorong untuk meningkatkan produktivitasnya dengan iming-iming jika 

mereka dapat melampui target produksi normal, kepada mereka akan 

diberikan bonus. 

Salah satu kebaikan sistem ini adalah, jika ada karyawan yang 

menunjukkan target produktivitas yang tidak setinggi yang diharapkan, 

maka karyawan lainya akan menekanya supaya lebih produktif, karena jika 

tidak semua anggota kelompok tidak akan menerima bonus atau insentif 

ekstra yang mereka dambakan. 

b). Bagi keuntungan, yaitu suatu perusahaan membagikan 

keuntungan yang diperoleh kepada para pekerjanya. Ada dua manfaat besar 

dari sistem ini, yaitu : 

1) para karyawan tedorong bekerja secara produktif, karena 

apabila produktivitas kerja mereka berakibat pada 

keuntungan perusahaan, maka mereka akan memperoleh 

penghasilan tambahan. 

2) Secara psikologis timbul rasa sepenanggungan dan 

seperasaan dengan pihak manajemen karena peran 

karyawan di ikut sertakan secara langsung dalam menikmati 

keberhasilan perusahaan meraih keuntungan. 

c) Pengurangan biaya, yaitu suatu rencana dimana perusahaan 

mendorong kepada para karyawanya untuk mencari dan menemukan cara-

cara yang dapat digunakan untuk menghemat berbagai jenis biaya yang 

                                                 
26

 Ibid, hlm.272. 
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dikeluarkan, baik untuk kepentingan produksi, pemasaran maupun dalam 

menyelenggarakan berbagai kegiatan perkantoran, sehingga hasil 

penghematan itu dibagikan kepada para karyawan sebagai insentif finansial. 

Adapun dalam menentukan besarnya kompensasi (langsung) ada beberapa 

teori yang biasanya digunakan sebagai dasar penentuannya :
27

  

Pertama : Teori kompensasi eknomi pasar. Yaitu penciptaan suatu harga 

upah atau bayaran yang didasarkan atas kekuatan tawar menawar negoisasi atau 

negoisasi antara para pekerja, pegawai, karyawan,buruh, dengan pihak 

manajemen perusahaan. Teori ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kelas atas 

(besar) yang sanggup membayar tinggi para pekerjanya dengan timbal balik 

kualitas pekerja yang terbaik pula. 

Kedua : Teori kompensasi standar hidup.yaitu sistem kompensasi di mana 

upah atau gaji ditentukan dengan menyesuaikan standar hidup layak di mana para 

pekerja dapat menikmati hidup dengan damai, aman , tenteram dan sejahtera 

mencakup jaminan pensiun hari tua, tabungan pendidikan, tempat tinggal, 

transportasi dan lain sebagainya. Teori ini biasanya dilakukan oleh perusahaan 

swasta tingkat menengah dan instansi pemerintah. 

Ketiga : Teori kompensasi kemampuan membayar.yaitu suatu sistem 

penentuan besar kecil kompensasi yang diberikan kepada para pekerja dengan 

menyesuaikannya dengan tingkat kemampuan pendapatan atau keuntungan 

perusahaan. Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan besar maka karyawan 

diberikan kompensasi tambahan, namun jika perusahaan mengalami kerugian 

maka karyawan juga akan mendapat pengurangan kompensasinya. Teori ini 

biasanya dilakukan oleh UKM  - UKM atau perusahaan kecil yang baru memulai 

usahanya dimana mereka belum mampu membayar pekerjanya sesuai standar 

pemerintah yang telah ditetapkan. 

Disamping teori di atas ada hal lain yang lebih penting yang harus 

dperhatikan dalam menetapkan kompensasi, yaitu: asas  keadilan dan asas 

                                                 
27

 Ibid, hlm.250. 
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kelayakan dan kewajaran, serta dengan memperhatikan undang-undang 

perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak tersebut harus diperhatikan 

dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan dapat merangsang 

gairah dan kepuasan karyawan.
28

 

a) Asas keadilan, yaitu besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap 

karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko 

pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan 

internal konsisten. Jadi adil bukan berarti menyamaratakan kompensasi bagi 

seluruh karyawan, akan tetapi asas adil harus menjadi dasar penilaian, 

perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. 

Dengan asas adil akan menciptakan susana kerja sama yang baik, semangat 

kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi karyawan akan lebih baik. 

b) Asas kelayakan dan kewajaran. Yaitu kompensasi yang diterima karyawan 

dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur 

layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas 

upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Oleh 

karena itu manajer personalia diharuskan selalu memantau dan 

menyesuaikan kompensasi dengan eksternal (UMP atau UMK peraturan 

pemerintah, kelayakan perusahaan lainya) konsistensi yang sedang berlaku. 

Selanjutnya  dasar hukum penetapan UMP (upah minimum propinsi) atau 

UMK (Upah Minimum Kabupaten) adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Disitu (BAB II pasal 

3) dijelaskan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup 

layak (KHL), dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Adapun standar KHL sebagaimana dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan 

Pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak pada  Bab I pasal 1 

ketentuan umum adalah kebutuhan seorang pekerja / buruh lajang untuk dapat 

hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan, sehingga SK Gubernur Jawa 
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Tengah No 560 / 85 Tahun 2014 memutuskan bahwa Upah Minimum Kabupaten 

Kudus  Tahun 20015 adalah sebesar Rp. 1.380.000. upah tersebut terdiri dari upah 

pokok termasuk tunjangan tetap.
29

 

b.   Kompensasi tidak langsung (indirect compensation atau employee welfare 

atau kesejahteraan karyawan). 

Kompensasi ini merupakan kompensasi tambahan (finansial atau non 

finansial)  karena tidak berkaitan langsung dengan prestasi kerja dan diberikan 

berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.seperti tunjangan hari raya, uang 

pensiun, pakaian dinas, kafetaria, mushala, olahraga,  darmawisata dan lain-lain.  

Selain kompensasi langsung, apapun  istilahnya pada dasarnya  maksud dan 

tujuan pemberianya sama, yaitu untuk membantu pegawai memenuhi 

kebutuhanya di luar kebutuhan rasa adil, kebutuhan fisik dalam upaya 

meningkatkan komitmen pegawai kepada organisasi, meningkatkan produktifitas, 

mengurangi perputaran kerja, dan mengurangi gangguan unjuk rasa sebagai faktor 

yang sangat penting dalam usaha meningkatkan efektifitas organisasi.
30

 

Program kompensasi semacam ini dipandang dari sudut perusahaan, 

disamping keuntungan diatas, biaya yang dikeluarkan khususnya untuk fasilitas 

pelayanan seperti sarana olahraga, pelayanan kesehatan, dan sarana tempat ibadah 

akan lebih murah melalui pelaksanaan secara kolektif. Sedangkan dari sudut 

karyawan juga sangat menguntungkan atau lebih menarik, sebab daripada harus 

pergi ketempat lain untuk mendapatkan pelayanan yang sama, secara individual 

mungkin biayanya bisa lebih tinggi, sehingga jenis kompensasi ini menjadi 

sesuatu yang sangat dipertimbangkan oleh pegawai di luar gaji dan insentif.  

 

 

                                                 
29

 Yang dimaksud tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja / buruh yang dilakukan 

secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja 

tertentu. (penjelasan pasal 94 UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan). 
30

Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia: Op.Cit, hlm.279. 



22 

 

 

 

 

4. Jenis-jenis Program Kesejahteraan 

Beberapa  program kesejahteraan yang diberikan perusahaan dapat berbeda-

beda jenis dan jumlahnya. Hani handoko dalam Marihot Tua Efendi 

mengklasifikasikannya sebagai berikut:
31

 

a. Time-off benefit yang meliputi hari-hari sakit, liburan, cuti, dan alasan-

alasan lain. 

b . jaminan terhadap resiko ekonomi, 

c. program-program pelayanan yang meliputi program rekreasi, kafetaria, 

perumahan, bea siswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling finansial 

dan legal, dan lain-lain. 

d. tunjangan-tunjangan yang diharuskan oleh undang-undang. 

Dessler mengklasifikasikannya sebagai berikut :
32

 

a. pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Seperti cuti sakit, hari libur dan 

sebagainya. 

b. tunjangan asuransi. Seperti asuransi jiwa, rumah sakit, medis dan cacat. 

c. tunjangan pensiun. 

d. pelayanan. Dalam hal ini ada dua macam : 

1) pelayanan pribadi, seperti pelayanan masalah hukum, kredit, 

konseling , kesempatan sosial dan rekreasional. 

2) pelayanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Seperti tunjangan 

perawatan anak, maupun orang tua, dan transportasi. 

 Sedangkan Hasibuan mengklasifikasikan jenis-jenis kesejahteraan sebagai 

berikut :
33
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 Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia: Op.Cit, 2009, hlm.280. 
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 a. Ekonomis. Seperti uang pensiun, uang makan, uang transport, Uang 

lebaran, bonus atau gratifikasi, uang duka kematian, pakaian dinas dan uang 

pengobatan. 

 b. Fasilitas. Seperti menyediakan Musholla, kafetaria, olahraga, kesenian, 

pendidikan, cuti dan cuti hamil, koperasi dan toko, serta pemberian izin. 

 c. Pelayanan. Seperti puskesmas atau dokter, jemputan karyawan, 

penitipan bayi, bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi, dan kredit rumah. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program 

tunjangan dan peningkatan kesejahteraan dapat dikategorikan menjadi lima, 

yaitu:
34

 

 1 . Pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu, 

 2. Jaminan terhadap resiko kerja, 

 3. Program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan karyawan,  

 4. Program yang berkaitan dengan pengembangan diri karyawan, dan 

 5. Tunjangan yang diharuskan oleh undang-undang. 

Beberapa program diatas pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan 

karyawan dengan memberikan apa-apa yang dibutuhkan karyawan sesuai dengan 

kemampuan perusahaan. Namun kebutuhan setiap karyawan tidaklah sama, begitu 

pula kemampuan perusahaan juga terbatas. oleh karena itu fihak manajemen 

sepatutnya mempertimbangkan hal ini melalui rencana tunjangan fleksibel atau 

rencana tunjangan kafetaria, yaitu suatu rencana dimana pengusaha memberikan 

setiap karyawan dengan anggaran dana tunjangan, dan membiarkan orang itu 

menghabiskan tunjangan yang dipilihnya.
35

 Menurut Wibowo
36

 tunjangan dengan 

gaya kafetaria dapat memberikan keuntungan yang berbeda. Pertama, 

memperbolehkan pekerja bermain secara aktif daripada peran pasif dalam 
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menentukan alokasi fringe benefits. Kedua, pekerja menerima tunjangan yang 

mempunyai  nilai pribadi tinggi bagi mereka. Ketiga, gaya kafetaria membuat 

nilai ekonomis jaminan sosial jelas bagi setiap pekerja. 

5 . Acuan Dasar Program Kesejahteraan Karyawan 

 Dalam merencanakan program kesejahteraan karyawan, acuan dasar yang 

digunakan bertolak dari asumsi bahwa karyawan bukanlah sekedar faktor 

produksi, melainkan sumber nilai yang terpenting (aset). Oleh karena itu 

karyawan harus dipandang sebagai manusia seutuhnya yang memiliki berbagai 

macam kebutuhan yang kompleks. Teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan 

oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia membagi tingkat kebutuhan 

mereka ke dalam lima kategori umum. Jika mereka telah mencapai satu kategori 

kebutuhan, mereka akan termotivasi untuk meraih kategori berikutnya.
37

 Hierarki 

kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut : 

 Pertama : kebutuhan fisik. Misalnya makan, minum, istirahat, dan 

pakaian, uang makan atau penyediaan tempat makan menjadi sesuuatu yang harus 

diperhatikan. Istirahat dalam waktu kerja, cuti, dan meninggalkan pekerjaan 

karena keadaan yang tidak bisa dihindari seperti sakit juga harus diperhitungkan 

dalam penggajian (time off benefit).  

 Kedua :  kebutuhan rasa aman. Misalnya kebutuhan rasa aman bilamana 

sewaktu-waktu berhenti bekerja dengan alasan yang tidak terhindarkan seperti 

sakit, pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau kecelakaan membuat perusahaan 

harus mengikutsertaan pegawai dalam program-program pensiun, asuransi tenaga 

kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, program pemeliharaan kesehatan 

seperti pendirian klinik, sarana olahraga, dan lain-lain. 

 Ketiga : kebutuhan sosial. Yaitu kebutuhan berinteraksi dengan orang lain 

yang sering kali tidak terpenuhi akibat kesibukan kerja dalam suatu struktur yang 

sangat formal. Oleh karena itu kebutuhan sosial ini menghendaki diadakanya 

program-program rekreasi bersama, olahraga bersama atau dalam waktu-waktu 
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tertentu dimana pegawai membutuhkan biaya tambahan seperti hari raya idul fitri  

perusahaan memberikan gaji ekstra yang kita kenal dengan THR. 

 Keempat : kebutuhan pengakuan.yaitu pengakuan terhadap status dan 

prestasi seseorang. Dalam hal ini bisa berupa perusahaan meminjamkan aset yang 

dimiliki kepada pegawai, atau menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas 

perumahan. 

 Kelima : kebutuhan aktualisasi diri. Yaitu kebutuhan mengembangkan diri 

dengan program-program pendidikan, latihan dan sebagainya. 

Hierarki kebutuhan maslow 

Gambar 2. 1 

  Terkait dengan teori di atas ketika masing-masing kebutuhan telah 

terpenuhi secara substansial, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. 

Teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-

benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak lagi 

memotivasi. Jadi menurut Maslow, jika seorang manajer ingin memotivasi 

seseorang, Ia harus memahami tingkat hirarki dimana seseorang tersebut berada 

saat ini dan fokus untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan tingkat diatasnya atau 

aktualisasi 

 diri 

Kebutuhan 

Pengakuan 

kebutuhan Sosial 

Kebutuhan Rasa Aman 

kebutuhan fisik 
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jenjang berikutnya.
38

 Selanjutnya Maslow memisahkan kelima kebutuhan tersebut 

ke dalam urutan-urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisik dan 

rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, sedangkan kebutuhan 

sosial, penghargaan atau pengakuan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan 

tingkat atas.
39

 Perbedaan kedua tingkatan tersebut didasarkan pada dasar 

pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal (di dalam diri 

seseorang), sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara 

eksternal (seperti imbalan kerja, kontrak serikat kerja, dan masa jabatan).
40

 

 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang karyawan tidak 

akan termotivasi untuk bekerja dengan baik jika pelaksanaan pekerjaan tidak 

dapat memenuhi kebutuhanya. Gaji, upah atau uang merupakan sarana yang 

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan fisik. Oleh karena itu dengan 

memberikan gaji atau upah yang layak kepada karyawan merupakan faktor 

motivasional yang penting untuk memenuhi kebutuhan tingkat pertama, meskipun 

gaji dapat juga  menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Selanjutnya 

jika kebutuhan fisik terpenuhi, kebutuhan rasa aman akan meningkat 

intensitasnya. Maka program kesejahteraan seperti tunjangan kesehatan, pensiun, 

asuransi dan keselamatan kerja merupakan faktor motivasional yang penting. 

Berikutnya penyediaan sarana-sarana ibadat, olahraga, dan berbagai kegiatan yang 

bersifat sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif di antara 

para karyawan juga merupakan faktor motivasional untuk memenuhi kebutuhan 

tingkat ketiga. kemudian meminjamkan aset yang dimiliki kepada pegawai, atau 

menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas perumahan dan sebagainya 

merupakan faktor motivasional untuk memenuhi kebutuhan tingkat ke empat, dan 

puncaknya adanya kesempatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

untuk mengembangkan potensi diri melalui program pendidikan juga menjadi 

faktor motivasional untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang paling atas, 

                                                 
38

 Stephen P.Robbins & Timothy A.Judge, Perilaku Organisasi, Buku 1, penerjemah : Diana 

Angelica, dkk, Salemba Empat, 2008, hlm.224.. 
39

 Ibid. 
40

 Ibid. 



27 

 

 

 

meskipun dalam hal ini tidak semua karyawan memiliki intensitas kebutuhan 

untuk hal ini. 

B . Konsep Kesejahteraan dalam Islam 

1. Konsep Kesejahteraan dalam Al-Qur’an  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesejahteraan merupakan kata 

benda yang mempunyai arti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan 

dan ketentraman. Sedangkan kata sejahtera yang merupakan kata sifat memiliki 

arti aman sentosa dan makmur, selamat ( terlepas dari semua gangguan ).  

Kata sejahtera dalam kamus lisan al-arab
41

 dapat dirujuk pada lafadz   رفه

هية والرفهنية اوالرفاهة والرف  yang berarti ِب و لين العيش رغد الخص  hidup lapang, dan hidup 

nyaman begitu pula dalam kamus Al-mu’jam Al- wasith kata     و رُفُوها ,رفه يرَفه رفها  

yang berarti  اصاب نعمة وسَعةً من الرزق mendapatkan ni’mat dan keluasan rizqi ,  : يقال

 seseorang dikatakan nyaman hidupnya : yakni lapang  dan   : اتسع ولان رفه عيشه

kecukupan.
42

 Dalam Mu’jam Musthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah 

kesejahteraan “welfare” adalah 

: الحالة التى تتحقق فيها الحاجات الاساسية للفرد والمجتمع  من غذاء وتعليم وصحة وتأمين ضد   الرَفاهية

43كوارث الحياة    

“Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi terpenuhimya kebutuhan dasar bagi 

individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, 

kesehatan,dan  Asuransi terhadap bencana ”. 

Dari penjelasan di atas kata  nyaman / lapang  dapat dijadikan kata  رغد

kunci untuk mencari gambaran  kesejahteraan dalam Al-qur’an. Kata tersebut  

di dalam Al-qur’an  disebut tiga kali :
44

 

                                                 
41

 Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, Dar al-fikr, 1997, juz 13, hlm.492. 
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43

 Ahmad Zaki Badawi, Mu’jam Mushthalahatu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah, hlm. 445, Pdf. 
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1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 35 

                                 

       

35.  Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, 

dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang 

kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini,yang menyebabkan kamu 

termasuk orang-orang yang zalim. 

Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Thabari
45

 bahwa 

kata رغدا   ditafsiri dengan  سعة المعيشة kehidupan yang lapang, sehingga makna 

ayat diatas menurutnya adalah : 

انت وزوجك الجنة وكلا من الجنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث  وقلنا يا ادم اسكن

 شئتما

Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan 

makanlah dari surga rizki yang lapang lagi nikmat sebagai  kehidupan, sesuai 

keinginan kalian. 

 Sedangkan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa الرَّغّد adalah  العيش الدّار ُّ الهنّي الذى لا

 kehidupan yang melimpah, nikmat serta tidak ada kesusah payahan di عَنااء فياه   

dalamnya.
46

 Adapun menurut Al-Mujahid maksud   الرَّغّاد adalah     الحالال الاذى لا حسااب

.halal yang tidak ada hisab nya فيه
47
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 Sebelum Adam dan Hawa diturunkan ke bumi keduanya terlebih dahulu 

ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan 

Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkannya di bumi, serta kelak 

dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang  mewujudkan bayang-bayang 

surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.
48

 

2. Dalam surat Al-Baqarah ayat 58 

                                  

                    

58.  Dan (ingatlah), ketika kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri Ini (Baitul 

Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang 

kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan Katakanlah: 

"Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, 

dan kelak kami akan menambah (pemberian kami) kepada orang-orang yang 

berbuat baik". 

 Al-Qurtubi menafsiri kata رغدا  dengan  كثيرا واسعا  banyak lagi lapang, 

menurutnya  القرية (baitul maqdis) pada saat itu merupakan negeri yang penuh 

berkah dan mempunyai penghasilan yang besar oleh karena itu Allah mengatakan 

49. رغدا 
 

3. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 

                                   

                       

                                                 
48
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112.  Dan Allah Telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 

yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah 

dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; 

Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, 

disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. 

 Selain ayat di atas, kesejahteraan surgawi juga digambarkan dalam 

peringatan Allah kepada Adam, seperti dalam surat Toha Ayat 117-119 : 

                                 

                    

117.  Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh 

bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan 

kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.118.  

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, 

119.  Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan 

ditimpa panas matahari di dalamnya". 

 Ayat diatas dengan jelas menunjukkan bahwa pangan, sandang, dan papan 

yang di istilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya 

telah terpenuhi di surga. Sehingga dengan terpenuhinya semua ini merupakan 

unsure pertama dan utama dalam kesejahteraan social.
50

 

 Selanjutnya Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah hanya menyebut kata 

 dalam ayat diatas, hal itu (tasniyah)  فتشقيان  dan tidak mengatakan (tunggal) فتشقى 

menunjukkan bahwa suami lah yang wajib memberi nafkah kepada istrinya 

termasuk anak-anaknya.
51

 Oleh karena itu unsure kesejahteraan disamping 

terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan, untuk dirinya sendiri 

sekaligus untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. 

 Disamping ayat-ayat di atas masih ada ayat-ayat lain yang 

menggambarkan tentang masarakat surga. Mereka hidup damai, harmonis, tidak 

terdapat suatu dosa, dan tidak ada sesuatu yang tidak wajar, serta tidak ada suatu 
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pengangguran ataupun sesuatu yang sia-sia. Seperti digambarkan dalam ayat-ayat 

berikut ini : 

- Al-qur’an surat Al-Waqi’ah ayat 25-26 

                     

25.  Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula 

perkataan yang menimbulkan dosa, 

26.  Akan tetapi mereka mendengar Ucapan salam. 

- Al-qur’an surat Yasin ayat 55-58 

                                  

                       

55.  Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang 

dalam kesibukan (mereka). 

56.  Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, 

bertelekan di atas dipan-dipan. 

57.  Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa 

yang mereka minta. 

58.  (kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai Ucapan selamat dari 

Tuhan yang Maha Penyayang. 

 Adam dan istrinya setalah diturunkan di bumi diharapkan dapat 

mewujudkan bayang-bayang surga di permukaan bumi ini dengan usaha sungguh-

sungguh, serta berpedoman dengan kepada petunjuk-petunjuk Ilahi.
52

 Seperti di 

firmankan dalam surat Al-Baqarah Ayat 38, 

                                       

     

38.  Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika 

datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, 

                                                 
52

 Quraish Shihab, Wawasan Al-qur’an,Op.Cit, hlm.128. 
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niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati". 

 Dari uraian di atas, kesejahteraan yang tercermin dalam Al-qur’an dapat 

mencakup berbagai aspek kesejahteraan social yang pada kenyataanya bisa 

menyempit dan meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta 

perkembangan zaman. Sehingga kesimpulan secara umum gambaran sejahtera 

menurut Al-qur’an adalah suatu kondisi hidup lapang lagi nyaman bagi individu 

maupun kelompok serta terhindar dari penderitaan di dalam mencari mata 

pencaharian. Oleh karena itu kesejahteraan itu terwujud jika kebutuhan-kebutuhan 

pokok telah terpenuhi tanpa adanya kesulitan.
53

 

2 . Konsep Maslahah (Hierarki Maslahah) 

Bicara tentang kesejahteraan karyawan, tidak terlepas dari masalah 

kompensasi, hal ini disebabkan kompensasi merupakan sumber pendapatan 

karyawan, dengan pendapatan tersebut ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pokok hidupnya sekaligus merupakan salah satu elemen kepuasan kerja. semakin 

puas seorang karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya, maka akan 

semakin puas karyawan tersebut terhadap pekerjaanya, begitu pula sebaliknya.
54

 

Dalam perspektif islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah.
55

 

Sejak awal disyariatkanya Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain melainkan 

demi kemaslahatan umat. Ungkapan standar bahwa syari’at Islam dicanangkan 

demi kebahagiaan manusia (lahir-batin, dunia-akhirat) sepenuhnya mencerminkan 

prinsip maslahat tadi. 

Menurut Al-Bouti maslahah adalah 

 ,واماوالهم  ,ونسالهم   ,وعقاولهم  ,ونفوساهم  ,المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده مان حفاد ديناهم    

 طبق ترتيب معين فيما بينها 
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55
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Suatu manfa’at  yang ditujukan kepada hamba-Nya.berupa terlindunginya 

agama, jiwa, akal, reproduksi, dan harta sesuai dengan urutan-urutanya.
56

 

 Sedangkan manfaat menurutnya adalah 

ودفع الالم او ما كان وسيلة اليه  ,اللذة او ماكان وسيلة اليها   

Suatu kenyamanan atau sesuatu yang menjadi sarana untuk meraih maslahat 

tersebut, dan menghindar kesulitan atau sesuatu yang menjadi sarana untuk 

menghindari kesulitan tersebut.
57

 

 Oleh karena itu manfaat merupakan suatu sarana untuk menjaga eksistensi 

maslahat itu sendiri, dengan kata lain sarana ini lazim disebut oleh para pakar usul 

fikh dengan istilah al-d}loruriyat, al-h}ajiyat dan al-tah}siniyyat 58
. 

Menurut Al-Syatibi taklif syari’at dikembalikan untuk menjaga tujuan 

syariat itu sendiri, yaitu  tujuan yang bersifat dloruriyyat, hajiyaat, dan 

tahsiniyyat.
59

 

1).  D}loruriyyat (primer) : sesuatu yang harus ada dalam kehidupan 

manusia  sebagai parameter kemaslahatan agama(akhirat)  dan dunia . Jika 

hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan kehidupan dunia dan akhirat. 

Ada dua hal pokok agar kebutuhan d}loruriyyat bisa terealisasi, Pertama  

dengan mewujudkan  kebutuhan tersebut, kedua  dengan meniadakan hal-

hal yang bisa mengacaukan  kebutuhan tersebut.
60

 

Adapun kebutuhan d}loruriyyat sesuai dengan urutanya dimulai dari, h}ifz}u 

ad-din, h}ifz}u an-nafsi, h}ifz}u al-aql, h}ifz}u an-nasli, dan h}ifz}u al-mal :
61

  

a) Terlindunginya hak berkeyakinan sesuai kepercayaan yang dianut 

(h}ifz}u ad-din). Dalam hal ini disariatkanya rukun iman dan rukun 
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 Al-Syatibi, Al-Muwafaqot, Dar Ibn A’ffan, Arab Saudi, 1997,  jilid II, hlm.17. 
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Islam, sedangkan untuk menjaganya  disariatkanya Uqubat bagi yang 

keluar  dari agama atau penistaan terhadap agama.
62

 

b) Terlindunginya jiwa (h}ifz}u an-nafsi). Hal ini terwujud melalui  makan 

dan minum, sandang dan papan serta apa-apa yaang berkaitan dengan 

terpeliharanya kehidupan. Sedangkan untuk menjaganya melalui 

disariatkanya berbagai macam bentuk ‘uqubaat, qisos, diyat dan 

kafarat.
63

 

c) Terlindunginya hak untuk berpikir bebas (h}ifz}u al-aqli). Hal ini bisa 

diwujudkan misalnya, melalui makan bergizi. Sedangkan untuk 

menjaganya (memelihara akal) melalui diharamkanya khamr serta 

uqubat bagi peminum khamr.
64

 

d) Terlindunginya hak  reproduksi (h}ifz}u an-Nasli ). Untuk mewujudkan 

hal ini maka disyariatkan pernikahan, dan kewajiban memberi nafkah, 

sedangkan untuk menjaganya syariat melarang adanya perzinaan, serta 

penetapan h}udud.
65

 

e) Terlindunginya hak kepemilikan atas barang dan jasa (h}ifz}u al-mal). 

Untuk mewujudkan hal ini, maka disyariatkan transaksi (mu’amalah). 

Sedangkan untuk menjaganya syariat melarang segala bentuk 

pencurian, menerapkan ‘uqubat bagi pelakunya.
66

 Termasuk memakan 

harta orang lain secara dzolim. 

Menurut Al-Ghazali kelima unsur kebutuhan d}loruriyat di atas 

merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka untuk menghendaki terwujudnya 

kesejahteraan manusia, oleh karena itu larangan kufur, zina, pencurian serta 

minuman keras merupakan larangan yang tiada satupun syariat yang tidak 

menyepakatinya.
67
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2). Kebutuhan H}ajiyyat (sekunder) : Maslahah yang diproyeksikan untuk 

memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada mereka yang 

membutuhkan (sebagai antisipasi terhadap perubahan ruang dan waktu). 

Derajat kebutuhan ini berada setelah kebutuhan d}loruriyat,
68

 artinya jika 

kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan adanya kerusakan 

bagi manusia sebagaimana kebutuhan d}loruriyyat, akan tetapi akan 

menyebabkan adanya masyaqqot. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, 

adanya rukhsoh bagi orang sakit, dalam konteks adat, diperbolehkan untuk 

berburu hewan buruan, menikmati makan dan minuman enak, pakaian dan 

rumah (diatas layak ).
69

  

3). Kebutuhan Tah}siniyyat (tersier) : maslahah yang dituntut oleh muru’ah 

dan bertujuan untuk mengambil adat-adat yang baik serta etika, jika hal ini 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi kehidupan sebagaimana 

pada kebutuhan d}loruriyat  dan tidak mengakibatkan kesulitan 

sebagaimana pada kebutuhan h}ajiyat akan tetapi jika kebutuhan ini tidak 

terpenuhi maka akan dianggap jelek oleh orang berakal
70

. Bahkan menurut 

Al-Syatibi, mengacaukan tah}siniyyat terkadang bisa mengakibatkan 

kekacauan terhadap h}ajiyat, begitu pula mengacaukan h}ajiyat akan 

mengakibatkan kekacauan terhadap d}loruriyat  oleh karena itu jika 

menjaga d}loruriyat    seyogyanya h}ajiyat juga dijaga, begitu pula jika 

menjaga h}ajiyat, tahsiniyat pun  seyogyanya untuk dijaga
71

. Menurutnya, 

baik h}ajiyat maupun tahsiniyyat merupakan penyempurna bagi d}loruriyat  

maka menjaga hajiyyat maupun tahsiniyyat merupakan hal yang urgen
72

. 

Kebutuhan ini berada pada tingkatan ketiga setelah d}loruriyat, dan h}ajiyat. 

Sebagai contoh dalam konteks mu’amalah adalah larangan menjual najis 

dan barang yang membahayakan,dan larangan penipuan. 
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Hierarki maslahah 

 

Gambar . 2.2 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia 

yang harus terpenuhi adalah kebutuhan d}loruriyat, jika kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, disamping akan mengakibatkan rusaknya kehidupan dunia dan akhirat 

secara keseluruhan, juga mengakibatkan rusaknya kebutuhan h}ajiyat dan 

tah}siniyyat, 73
 Sedangkan mengabaikan kebutuhan h}ajiyat tidak sampai merusak 

keberadaan lima unsure pokok yang ada pada kebutuhan d}loruriyat, akan tetapi 

akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikanya. 

Begitu pula pengabaian terhadap kebutuhan tah}siniyyat mengakibatkan aktivitas 

pemeliharaan lima unsure pokok tidak dapat sempurna. Maka dari itu Wahbah Al-

Zuhaili mengatakan bahwa  mengabaikan h}ajiyat dan tah}siniyyat hampir saja 

menyebabkan rusaknya kebutuhan d}loruriyat hal itu ibarat pengembala ternak 

yang menggembalakan ternaknya disekitar area yang dilarang, dikhawatirkan 

ternak tersebut akan menerobos area larangan tersebut, oleh karena itu menjaga 

h}ajiyat dan tah}siniyyat juga termasuk menjaga d}loruriyat.
74
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3. Konsep Kesejahteraan dalam Zakat (Fakir & Miskin ) 

Telah dibahas di atas bahwa sejahtera dalam Al-qur’an adalah suatu kondisi 

hidup lapang lagi nyaman bagi individu maupun kelompok serta terhindar dari 

penderitaan di dalam mencari mata pencaharian. Oleh karena itu Islam 

memerintahkan umatnya untuk memerangi kemiskinan dengan memberi solusi 

antara lain menjadikan  fakir &  miskin sebagai mustahiq zakat. 

Dalam konsep zakat, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan 

pekerjaan halal, atau memiliki harta yang halal namun harta tersebut tidak 

mencukupi kebutuhan pokok (pangan sandang dan papan) selama hidupnya, 

termasuk kebutuhan pokok orang yang wajib dinafkahinya,
75

 atau ia mempunyai 

pekerjaan halal, namun pendapatannya kurang dari setengah kebutuhan pokok 

dalam sehari,
76

 termasuk kebutuhan pokok orang yang menjadi tanggungannya.
77

 

Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan atau memiliki 

keduanya namun hanya cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan 

pokoknya
78

.  

Ada dua pendapat tentang pendistribusian zakat kepada fakir dan miskin, 

kedua pendapat tersebut  semuanya bertujuan untuk mensejahterakan fakir dan 

miskin. 

1) Mencukupi Kebutuhan mereka selama sisa hidupnya. 

Menurut Zainudin Al-Malibari, baik fakir maupun miskin jika keduanya 

dinggap mampu untuk berdagang, maka diberikan zakat sebagai modal usaha 

sehingga keuntungan yang didapatnya dapat menutup kebutuhan pokoknya, 

namun jika keduanya dianggap tidak mampu berdagang, maka keduanya 

diberikan zakat selama sisa hidupnya (kifayatul umri al-gholibi) yakni sampai 
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berusia 60 tahun,
79

 setelah melebihi usia 60 tahun mereka diberi zakat tiap 

setahun sekali sebagaimana dijelaskan dalam kita An-Nihayah  dan at-Tuhfah.
80

 

Selanjutnya dalam hal ini (kifayatul umri) para ulama’ mencotohkan misalnya 

mereka diberikan modal agar supaya bisa di investasikan, sehingga dari 

keuntungan investasi tersebut kebutuhan mereka diharapkan bisa tercukupi.
81

 

Sedangkan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan  orang fakir atau 

miskin, misalnya anak-anak yang masih kecil, budak yang dimilikinya, bahkan 

termasuk hewan piaraan, apakah juga dicukupi selama sisa hidupnya (kifayatul 

umri al-gholibi) sebagaimana fakir dan miskin ? atau kebutuhan mereka dicukupi 

hingga usia balig bagi anak-anak, dan hingga sisa hidupnya (kifayatul umri al-

gholibi) bagi budak dan hewan piaraaan? dalam hal ini menurut Mahfudz At-

Turmusi sebagaimana dia kutip dari kitab Al-Jamal bahwa pendapat para ulama’ 

menunjukkan yang pertama yakni dicukupi selama sisa hidupnya (kifayatul umri 

al-gholibi) sebagaimana fakir dan miskin, akan tetapi pendapat yang kedua lebih 

kuat persepsinya, oleh karena itu jika tidak bisa menerapkan pendapat yang kedua 

maka menerapkan pendapat pertama pun tidak masalah.
82

 

2)  Mencukupi kebutuhan mereka selama 1 tahun. 

Pendapat ini adalah pendapat dari kalangan ulama’ malikiyah  dan 

mayoritas ulama’ hanabilah, (termasuk Al-Baghowi dan Al-Ghazali).
83

  Menurut 

mereka baik fakir maupun miskin diberi harta zakat untuk  memenuhi kebutuhan 

pokok selama satu tahun, karena pada umunya harta zakat adalah bersifat tahunan 

(setahun sekali), maka tidak ada alasan untuk memberikan zakat kepada mereka 

selama sisa hidupnya.
84

 

Adapun yang dimaksud kebutuhan dalam konsep fakir dan miskin di atas 

menurut An-Nawawi adalah kebutuhan pangan sandang, papan dan segala 
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kebutuhan layak yang harus terpenuhi sesuai dengan kondisi seseorang termasuk 

kondisi orang yang jadi tanggungan (nafkah) nya tanpa adanya israf (berlebihan ) 

dan tidak terlalu ngirit
85

. Bahkan diantara ulama’ ada yang berpendapat bahwa 

termasuk mencukupi kebutuhan orang fakir yang diambilkan dari zakat adalah 

pernikahan ( seperti ongkos nikah, mahar,nafkah dan pakaian
86

 ), jika ia tidak 

beristri dan butuh untuk menikah,
87

 perabot rumah tangga yang layak dan kuda 

untuk tungganganya.
88

 Begitu pula kebutuhan orang fakir akan pendidikan boleh 

diambilkan dari harta zakat seperti yang dikatakan oleh imam Taqiyuddin demi 

kemaslahatan dunia dan agamanya.
89

 

4. Sarana Meraih Kesejahteraan  

a. Bekerja 

 Telah dijelaskan di atas bahwa dalam Mu’jam Musthalahâtu al-‘Ulûm al-

Ijtimâ’iyyah kesejahteraan adalah kondisi terpenuhimya kebutuhan dasar bagi 

individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, 

dan asuransi terhadap bencana ”.
90

 

 Sedangkan dalam konteks karyawan, seperti dijelaskan di awal bab,  

program kesejahteraan karyawan adalah imbalan diluar gaji atau upah 

(kompensasi langsung), atau berupa balas jasa tidak langsung (kompensasi tidak 

langsung atau disebut juga dengan tunjangan)
 91

 yang diberikan kepada karyawan 

dan pemberianya tidak berdasarkan kinerja karyawan akan tetapi didasarkan atas 

keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi serta eksistensinya sebagai manusia 

seutuhnya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan karyawan diluar upah atau 

gaji. Termasuk ruang lingkup program kesejahteraan karyawan adalah tunjangan, 
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kompensasi tidak langsung atau kompensasi pelengkap benefit and service, dan 

lain-lain dengan berbagai macam istilah yang berbeda, namun tujuanya sama. 

 Oleh karena itu bekerja merupakan salah satu sarana untuk meraih 

kesejahteraan ini,  melalui bekerja seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya 

dengan mendapatkan kompensasi, baik kompensasi langsung maupun kompensasi 

tidak langsung. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja dalam rangka 

mencari rizki, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Mulk, ayat 15 : 

                               

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 

penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 Menurut Qardlawi kerja merupakan Segala usaha maksimal yang 

dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh maupun akal untuk 

menambahkan kekayaan, baik dilakukan perseorangan maupun secara kolektif, 

baik untuk dirinya maupun untuk orang lain dengan menerima gaji. Orang lain ini 

bisa majikan, perusahaan swasta atau lembaga pemerintahan, pekerjaan itu 

dilakukan dalam perkebunan perindustrian atau perdagangan, baik pekerja kelas 

atas maupun pekerja kasar.
92

 Menurutnya, bekerja merupakan salah satu senjata 

untuk memerangi kemiskinan, karena dengan bekerja seseorang dapat meraih 

kekayaan, dan merupakan salah satu unsur untuk memakmurkan bumi,
93

 

sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 61 ; 

                               

                        

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya,Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah 
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kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." 

b. Kompensasi 

 Salah satu sumber hukum sebagai dasar pijakan pemberian kompensasi 

adalah firman Allah, dalam surat Al-Talaq ayat 6; 

               

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya,  

 Dalam ayat diatas kata aatuhunna merupakan bentuk amar, yang mana 

amar tersebut menunjukkan wujub, sedangkan menyusui tanpa disertai dengan 

akad merupakan bentuk tabarru’ (sedekah) sehingga tidak mewajibkan adanya 

imbalan, akan tetapi jika disertai dengan adanya akad, maka wajib untuk 

memberikan imbalan kepada orang yang menyusuinya.
94

 

 Dalam Surat Al-Qasas ayat 27 Allah juga berfirman; 

                               

                          

     

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu 

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". 

Di samping itu norma yang dituntut oleh Islam adalah memenuhi segala 

kebutuhan karyawan. Keadilan Islam melarang jika ada seorang pekerja yang 

telah membanting tulang dan bercucuran keringat  tidak mendapatkan upah dari 

jerih payahnya itu atau dikurangi atau ditunda pemberianya. 
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 Allah berfirman dalam Surat Al-Kahfi ayat 30 :  

                         

 Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan 

menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan 

yang baik. 

 Juga dalam Surat Ali Imran, ayat 57 ; 

                       

     

  Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang 

saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala 

amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. 

 Ayat diatas mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah karyawan adalah 

bentuk kezaliman yang tidak disukai Allah, dan merupakan kewajiban seorang 

muslim meneladani keadilan Allah serta menjadikanya sebagai pelita.
95

 

 Di samping ayat diatas, banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang 

kewajiban memberi kompensasi kepada karyawan, antara lain ; 

قَبْلَ  َعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا اَلْأَجِيَر أَجْرَهُو

 عَرَقُهُ  رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَنْ يَجِفَّ

Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah Saw bersabda, berikanlah upah kepada 

pekerjamu sebelum kering keringatnya. ( HR Ibnu Majah ).
96

 

Hadis di atas memerintahkan agar menyegerakan upah kepada pekerja, 

karena upahnya merupakan  hasil kerja badannya dan sungguh ia telah 
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mempercepat manfaatnya, apabila ia percepat pekerjaanya maka harus pula 

dipercepat pemberian upahnya, dalam istilah jual beli, jika barang telah 

diserahkan, maka uang harus segera dibayarkan
97

. Bahkan lebih dari itu,  Islam 

tidak menganggap pekerja sebagai alat produksi, akan tetapi pekerja harus 

dipandang sebagai entitas yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak. 

Oleh karena itu Nabi bersabda : 

منزل فليتخذ منزلا أو ليست  سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من ولي لنا عملا وليس له

له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا 

98) احمد (سوى ذلك فهو غال 
 

Dari mustaurid bin Syaddad berkata, aku telah mendengar Rasulullah Saw 

bersabda, barang siapa mengangkat pekerja , jika ia tidak mempunyai rumah 

maka harus dibikinkan rumah, jika belum menikah maka harus dinikahkan, jika 

tidak mempunyai pembantu maka harus dicarikan pembantu, jika tidak 

mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan, jika majikan tidak 

memberikan hal itu maka ia adalah pembunuh. 

  Hadis diatas tidak hanya mengaitkan kehidupan karyawan dengan 

produktivitas semata, namun juga dengan pertimbangan kemanusiaan yang 

mencakup kompensasi baik langsung maupun kompensasi tidak langsung. Oleh 

karena itu Islam tidak menentukan berapa jumlah upah yang harus diberikan oleh 

majikan kepada karyawannya, intinya baik majikan maupun karyawan tidak 

menganiaya dan tidak pula dianiaya.
99

 Namun demi kemaslahatan, Islam memberi 

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah upah yang diterima 

karyawan, yang dalam hal ini disebut dengan istilah tas’ir fil a’mal.
100

 

 Adapun memenuhi segala kebutuhan karyawan dan keluarga, menurut 

Qardlawi bukan tugas majikan dan ada jalan yang lain, yaitu seperti melalui 
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santunan kerabat yang kaya, dari uang zakat, atau pendapatan negara yang 

diperoleh dari rampasan perang dan juga dari beacukai dan sebagainya
101

.  

C. Outsourcing 

1. Pengertian 

 Pada dasarnya praktik dari prinsip-prinsip outsoucing telah diterapkan 

sejak revolusi industri, dimana perusahaan-perusahaan di Eropa berusaha untuk 

menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan persaingan. 

Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk menang secara 

kompetitif, melainkan harus disertai dengan kesanggupan untuk menciptakan 

produk paling bermutu dengan biaya terendah. 

 Menurut Soewondo outsourcing adalah pendelegasian operasi dan 

manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan 

penyedia jasa outsourcing). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi 

dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa 

outsourcing.
102

 

Sedangkan menurut Richardus Eko Indrajit yang dikutip oleh Sehat 

Damanik, outsourcing adalah salah satu hasil samping dari Business Process 

Reengineering (BPR). BPR adalah perubahan yang dilakukan oleh satu 

perusahaan dalam pengelolaannya, yang bukan sekedar bersifat perbaikan. BPR 

dilakukan untuk memberikan respon atas perkembangan ekonomi secara global 

dan kemajuan teknologi yang pesat, yang menimbulkan persaingan global yang 

sangat ketat.
103

 

Selain pendapat di atas ada beberapa pakar serta praktisi outsourcing dari 

Indonesia memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan 

bahwa outsourcing dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah 
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pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada 

pihak luar (perusahaan jasa outsourcing).
104

 

 Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat antara 

perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa (jasa pekerja maupun 

jasa pemborongan pekerjaan) untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan 

untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang gaji 

tetap yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa. 

2. Pengaturan Outsourcing 

 Meskipun  dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 

secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing tetapi pengertian outsourcing itu 

sendiri secara tidak langsung dapat dilihat dalam Pasal 64 yang menyatakan 

bahwa: 

“perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan 

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis” 

 Praktek outsourcing yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal 

dalam 2 (dua) bentuk yaitu: pemborongan pekerjaan dan penyediaan 

pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66.
105

 

a) Pemborongan Pekerjaan 

 Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, diatur bahwa:  

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain  

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 

tertulis.  
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(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;  

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan;  

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan  

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.  

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan 

hukum.  

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan 

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan 

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan 

atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud  dalam 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara  perusahaan lain dan 

pekerja/buruh yang dipekerjakannya.  

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan  atas 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu  tertentu apabila 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.  

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat  (3), 

tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan 

perusahaan penerima pemborongan beralih menjdi hubungan kerja pekerja/buruh 

dengan perusahaan pemberi pekerjaan.  

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh 



47 

 

 

 

dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan  sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (7). 

 Sedangkan perjanjian kerja pemborongan pekerjaan diatur melalui 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012  tentang  

Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan 

Lain, antara lain : 

a) Pasal 13. ‘’Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib 

memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam 

hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan’’. 

b) Pasal 14. ‘’Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang 

hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan 

pekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis’’. 

c) Pasal 15. ‘’Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan 

pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan 

atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu’’. 

b) penyediaan Jasa Pekerja/buruh 

 Adapun penyediaan Jasa Pekerja/buruh diatur dalam Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan 

bahwa:  

(1). Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja buruh tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa 

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi.  

(2). Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau  kegiatan 

yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:  
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a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh;  

b. perjanjian yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud  pada 

hruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian waktu 

tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak;  

c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan 

yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 

dan  

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerj/buruh dan perusahaan lain 

yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara 

tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini.  

(3). Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum 

dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.  

(4). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, 

huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhii, maka demi hukum status 

hubungan  kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi 

pekerjaan. 

 Sedangkan perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh diatur melalui 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012  tentang  

Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan 

Lain, antara lain : 

a) Pasal 28. ‘’ Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib 

memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam 

hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan’’. 

b) Pasal 29.  
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1 Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 

pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan 

atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu. 

2 Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu 

yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. jaminan kelangsungan bekerja;   

b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai  dengan  peraturan     

perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan   

c.jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan  

penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.   

3 Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi:  

a.  hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;   

 b.  hak atas jaminan sosial;    

 c.  hak atas tunjangan hari raya;   

 d.  hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;   

 e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu 

tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;    

f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa  

kerja yang telah dilalui; dan   

  g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.     

c) Pasal 30. “Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka 

hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 

pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas 
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perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian 

kerja yang tidak memenuhi persyaratan”. 

Apabila perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian 

penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa 

pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian 

kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam 

perjanjian kerja yang telah disepakati.
106

 Sedangkan masa kerja yang telah dilalui 

para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus 

tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh yang baru.
107

 

 Pelanggaran atas ketentuan dan syarat-syarat outsourcing tidak dikenakan 

sanksi pidana atau sanksi administrasi, dalam pasal 65 ayat (8) dan pasal 66 ayat 

(4) hanya menentukan apabila syarat-syarat outsourcing tersebut tidak dipenuhi, 

maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja / buruh dengan vendor 

beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja / buruh dengan principal. Artinya 

principal hanya dibebani untuk menjalin hubungan kerja dengan pekerja / buruh 

dengan segala konsekwensinya apabila syarat-syarat outsourcing tidak terpenuhi. 

 Ahli hukum perburuhan Aloysius Uwiyono mengatakan bahwa pada 

dasarnya ada dua bentuk outsourcing yang hendak diintrodusir oleh Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Bentuk pertama adalah outsourcing pekerja (Pasal 66) 

dan bentuk kedua adalah outsourcing pekerjaan (Pasal 65). Uwiyono menilai 

outsourcing bentuk pertama dapat di pandang sebagai human trafficking 

(perdagangan manusia). Penilaian Uwiyono didasarkan pada asumsi dengan 

adanya perjanjian di mana perusahaan penyedia jasa menyediakan tenaga kerja 

dan pengguna (user) menyerahkan sejumlah uang, maka seolah-olah terjadi 

penjualan tenaga kerja. Sementara untuk jenis yang kedua, Uwiyono 

berpandangan tidak terjadi human trafficking (perdagangan manusia). 
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Menurutnya, dalam bentuk yang kedua ini, pekerja/buruh tetap memiliki 

hubungan kerja dengan perusahaan pemborong. Sedangkan hubungan yang 

tercipta antara user dengan perusahaan pemborong hanyalah terkait dengan 

pekerjaan yang diborongkan tersebut.
108

 

3. Sifat-Sifat Outsourcing 

 Dalam perkembangnya seperti sekarang ini outsourcing digunakan untuk 

melakukan restrukturisasi perusahaan yang justru masih sedang dalam keadaan 

baik. Makin banyak pimpinan perusahaan yang menyadari bahwa fokus utama 

ialah mengembangkan kompetensi utama perusahaan dan memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Semua hal lain yang menggangu fokus tersebut di-outsourcing-kan. 

Berkonsentrasi pada core-business adalah keinginan perusahaan untuk 

berkonsentrasi pada bisnis utama dan ini hanya dapat dilakukan apabila tidak 

diganggu dengan pemikiran dan kesibukan bisnis sampingan. Berarti 

berkonsentrasi untuk meningkatkan kompetensi utama, yang pada gilirannya 

meningkatkan kemampuan daya saingnya. Apalagi di jaman globalisasi, dimana 

persaingan tidak hanya makin luas tetapi juga makin ketat.
109

 

 Hubungan bersifat semakin panjang, agar tujuan outsourcing dapat tercapai 

maka hubungan antara perusahaan dan pemberi jasa haruslah jangka panjang, 

dimana diharapkan bahwa rekan pemberi jasa dapat menyesuaikan diri dengan 

keperluan perusahaan, yang mungkin sekali unik karena setiap perusahaan adalah 

unik dan jasa yang diperlukan bersifat unik. Tidaklah mungkin bahwa jasa dapat 

diberikan dengan baik, apabila setiap kali berganti rekanan. Berkembang menjadi 

kemitraan bisnis, hubungan jangka panjang dan kesadaran saling menguntungkan 

lama kelamaan akan berkembang menjadi kemitraan bisnis dalam arti yang lebih 

dalam. Hubungan ini hanya dapat dicapai kalau kedua belah pihak merasa saling 

memberikan keuntungan dan saling mendukung sehingga juga sama sama sadar 

bahwa menpunyai tujuan yang sama.  
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 Tidak jarang outsourcing suatu pekerjaan disertai dengan pemindahan 

karyawan yang tadinya mengerjakan pekerjaan tersebut di perusahaan asli ke 

perusahaan pemberi layanan. Apakah yang dipindah semua, apakah sebagian, 

apakah pemindahan melalui seleksi tertentu atau tidak, apakah gajinya sama atau 

berubah, apakah tadinya karyawan purna waktu lalu menjadi karyawan paro 

waktu adalah masalah teknis hubungan kerja. Tujuan strategis atau jangka 

panjang outsourcing bukanlah untuk keperluan sesaat karena menjaga kehidupan 

organisasi dan mengusahakan pengembangan perusahaan adalah tujuan yang terus 

menerus dan berjangka panjang bahkan sangat panjang. Oleh karena itu 

diperlukan rencana jangka panjang, yang dilengkapi dengan rencana jangka 

menengah dan rencana jangka pendek.
110

 

4. Manfaat dan Resiko serta Tujuan Outsourcing 

 Pada dasarnya pelaksanaan outsourcing mempunyai beberapa tujuan, antara 

lain untuk mengembangkan kemitraan usaha, sehingga satu perusahaan tidak akan 

menguasai suatu kegiatan industri. Dengan kemitraan tersebut, diharapkan akan 

terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah urban, serta akan 

mendorong terjadinya pendidikan dan alih teknologi dalam bidang industri dan 

manajemen pengelolaan pabrik.
111

 

 Dari sisi pemerintah, pelaksanaan outsourcing memberikan manfaat untuk 

mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan kegiatan usaha kecil 

menengah dan koperasi. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengurangi beban 

pemerintah kota dalam penyediaan fasilitas umum seperti transportasi, listrik, 

telepon, air dan pelaksanaan ketertiban umum, karena telah diambil alih oleh 

perusahaan outsourcing. 

 Sedangkan dari visi bisnis itu sendiri, banyak manfaat outsourcing bagi 

perusahaan, antara lain untuk: 1) Meningkatkan fokus perusahaan 2) 
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Memanfaatkan kemampuan kelas dunia 3) Mempercepat keuntungan yang 

diperoleh dari reengineering 4) Membagi resiko 5) Sumber daya sendiri dapat 

dipergunakan untuk kebutuhankebutuhan lain 6) Menciptakan dana segar 7) 

Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi 8) Memperoleh sumber daya yang 

tidak dimiliki sendiri 9) Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau 

dikelola. Pilihan outsourcing oleh perusahaan merupakan satu langkah untuk 

menerapkan spesialisasi, sehingga produk atau layanan yang diberikan menjadi 

lebih bermutu dan efisien. Dalam hal ini perusahaan hanya akan mengurus bisnis 

utamanya, sedangkan bisnis pendukung diserahkan kepada pihak ketiga, karena 

justru pekerjaan-pekerjaan kecil yang banyak menyita waktu dan pikiran 

pengusaha.
112

 

  Adapun Tujuan utama pelaksanaan outsourcing: 1) Melaksanakan anjuran 

Pemerintah dalam mengembangkan kemitraan agar perusahaan tidak menguasai 

kegiatan industri dari hulu ke hilir 2) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan 

masyarakat terutama di daerah sub-urban 3) Mendorong terjadinya proses 

pendidikan & alih teknologi dalam bidang industri & managemen pengelolaan 

pabrik. 4) Mengurangi kegiatan pemusatan industri di perkotaan yang dapat 

menimbulkan gangguan kerawanan sosial, keamanan & konflik perburuhan.
113

 

 Selain menghasilkan keuntungan, outsourcing bisa menimbulkan resiko 

antara lain ;
114

 1) Perusahaan harus lebih hati-hati karena telah menyerahkan 

aktifitas pengendalian proses kepada vendor; 2) Sekali aktifitas dipercayakan 

kepada pihaklua, sulit dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kembali 

dipegang perusahaan; 3) waktu yang dibutuhkan untuk mengelola kontrak 

kemungkinan bisa lebih mahal; 4) Vendor kemungkinan mempunyai klien yang 

banyak, sehingga tidak dapat memberikan prioritas kepada setiap klien; 5) 

Menyerahkan aktifitas strategis kepada pihak lain dalam jangka panjang akan 
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merugikan karena perusahaan kehilangan peluang pengembangan dari aktivitas 

tersebut. 

5. Outsourcing Perspektif Fikih 

Pada pembahasan di atas, outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian yang 

dibuat antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa (jasa 

pekerja maupun jasa pemborongan pekerjaan) untuk menyediakan tenaga kerja 

yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa dengan membayar 

sejumlah uang gaji tetap yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa. dalam 

hal ini karyawan mendapatkan imbalan atas tenaga yang telah dikeluarkan,  hal ini 

sama dengan konsep ijarah. 

  Al-Malibari menjelaskan bahwa Ijarah adalah  تمليك منفعة بعوض بشروط  اتية 

Memilikkan suatu manf’at dengan adanya pengganti sesuai dengan syarat2 

(tertentu )
115

.   

a. Rukun dan sarat Ijarah. 

Rukun Ijarah ada empat :
116

  

1) Kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Dengan syarat 

keduanya harus benar-benar cakap melakukan transaksi ( balig dan 

berakal ), dan tidak dibawah pengampuan ( mahjur). 

2) Sighat ( Ijab dan Kabul ). Dengan sarat, ijab dan Kabul harus sesuai, 

antara ijab dan Kabul tidak terpisah dengan waktu yang lama dengan 

ucapan lain, dan sighat tersebut tidak digantungkan dengan sarat. 

Misalnya, jika zaid datang maka aku akan menyewakan ini 

kepadamu dengan harga sekian. 

3) Manfa’at. ( jasa ). Adapun sarat manfa’at adalah : 

Pertama: manfaat tersebut mempunyai nilai, baik menurut syara’ 

maupun u’rf. 
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Kedua: manfaat tersebut dapat diserahkan oleh Mu’ajjir ( yang 

menyewakan ) kepada Musta’jir ( penyewa ). 

Ketiga : hasil dari manfaat tersebut untuk Musta’jir. 

Ke empat:  manfa’at tersebut tidak bertujuan  untuk mengambil atau 

menguasai suatu barang. Oleh karena itu tidak boleh menyewa 

kebun untuk memiliki buahnya, karena asal dari ijarah adalah untuk 

memiliki manfa’at, sedangkan mengambil buahnya adalah bentuk 

konsumtif. 

Kelima : manfaat tersebut jelas bagi kedua belah fihak, baik 

benda,sifat dan kadarnya. 

4) Upah. Di dalam Ijarah, upah disaratkan sebagaimana sarat yang 

berlaku dalam Tsaman  ( harga ), yang ada dalam akad jual beli, 

karena substansi ujrah adalah tsaman ( harga ) manfa’at yang 

dimiliki melalui akad ijarah.
117

 Adapun sarat-saratnya adalah 

sebagai berikut : 

a) Tidak berupa barang najis 

b) Bisa diambil manfa’atnya. 

c) Bisa diserahkan. 

d) Penyewa mempunyai kekuasaan untuk menyerahkan upah 

tersebut. 

e) Diketahui oleh kedua belah fihak. 

Dengan mencermati rukun dan sarat diatas, maka kerjasama yang di lakukan 

antara karywan outsourcing dan fihak penyedia jasa outsorcing bisa dikategorikan 

sebagai akad Ijarah, dimana karyawan sebagai mu’jir  dan penyedia jasa sebagai 

musta’jir. Namun pada prakteknya fihak penyedia jasa tersebut mempekerjakan 

karyawannya kepada fihak ketiga (pengguna jasa outsourcing)sehingga penyedia 

jasa disamping menjadi musta’jir  sekaligus sebagai mu’jir. Mengenai hal ini 

hukumnya tetap diperbolehkan baik dengan harga yang sama maupun lebih tinggi, 

seperti dijelaskan oleh  Imam An-Nawawi sebagai berikut : 
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 )فصل(

وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الاجاارة كاالبيع وبياع المبياع باوز بعاد القاب  فكاذلك إجاارة           

المستأجر، وبوز من المؤجر وغيره كماا باوز بياع المبياع مان البااهع وغايره وهال باوز قبال القاب  فياه  لا اة أوجاه               

الثانى( بوز لان المعقود علياه هاو المناافع، والمناافع لا تصاير      )أحدها( لا بوز كما لا بوز بيع المبيع قبل القب  )و

 مقبوضة بقب  العين، فلم يؤ ر فيها قب  العين )والثالث( أنه بوز إجارتها من المؤجر لانها في قبضته، ولا بوز من

ة بياع وبياع المبياع    غيره لانها ليست في قبضته، وبوز أن يؤجرها برأس الماال وبأقال مناه وباأكثر لاناا بيناا أن الاجاار       

 بوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه، فكذلك الاجارة 

 

( fasal ) boleh bagi penyewa untuk menyewakan ( kembali ) benda yang disewa, 

ketika dia telah menerimanya, karena ijarah bagaikan jual beli, dan menjual 

kembali barang yang telah dibeli hukumnya boleh setelah barang tersebut 

diterimanya, begitu juga barang yang disewa boleh disewakan kembali oleh 

penyewa, dan boleh menyewakan  barang dari orang yang menyewakan ( secara 

langsung ) atau melalui orang lain sebagaimana boleh menjual barang dagangan 

dari penjual langsung maupun melalui orang lain. Lantas apakah boleh 

menyewakan kembali  barang sewaan  sebelum diterima ? mengenai hal ini ada 

tiga wajah : 1. Hukumnya tidak boleh sebagaimana tidak diperbolehkan menjual 

kembali dagangan sebelum diterima, 2.hukumnya boleh karena ma’qud alaih ( 

objek akad ) adalah manfa’at, dan manfa’at tidak menjadi sesuatu yang bisa 

diterima dengan diterimanya suatu benda, oleh karena itu diterimanya suatu 

benda tidak mempengaruhi manfa’at tersebut.3. hukumnya boleh jika yang 

menyewakan kembali adalah orang yang menyewa, karena barang yang disewa 

telah diterima, namun jika yang menyewakan kembali adalah orang lain maka 

hukumnya tidak boleh. Dan penyewa boleh menyewkan ulang barang yang 

disewa baik dengan harga yang sama, lebih rendah maupun lebih tinggi dari 

harga saat ia menyewanya.
118

 

b. Perawatan terhadap barang sewaan. 

Para ulama’ sepakat bahwa membenahi barang sewaan menjadi tanggung 

jawab Mu’ajjir (orang yang menyewakan) oleh karena itu semisal penutup rumah, 

membenahi  perlengkapan rumah, dan bangunan yang telah rapuh menjadi 

tanggung jawab pemilik rumah (orang yang menyewakan), begitu pula makanan 
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untuk hewan yang disewakan.
119

 Dan Jika penyewa rela mengeluarkan harta 

untuk semua itu, maka apa yang telah  ia keluarkan bisa diperhitungkan kepada 

orang yang menyewakan, berbeda dengan pendapat ulama’ hanafiyyah, 

menurutnya hal  itu tidak bisa diperhitungkan  baginya kepada orang yang 

menyewakan, karena tindakan penyewa tersebut merupakan tindakan membenahi 

atau merawat barang milik orang lain tanpa perintah dari pemiliknya, dan 

tindakanya dianggap sebagai amal Tabarru’(sodaqoh),
120

 kecuali kerusakan benda 

yang disewa diakibatkan oleh tindakan penyewa, maka baginya harus membenahi 

benda tersebut.
121

 

 Adapun dalam kasus menyewa wanita untuk menyusui anak, menurut 

Imam Rofi’i, wanita yang menyusui agar supaya makan dan minum  makanan dan 

minuman yang bisa menyebabkan melimpahnya asi, dan biaya makan dan minum 

tersebut dibebankan pada penyewa.
122

 

 Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pemeliharaan terhadap 

objek sewa (meskipun tidak dalam semua kasus) merupakan tanggung jawab 

mu’ajjir (orang yang menyewakan), namun jika penyewa dengan keinginan 

sendiri ikut merawatnya, maka hal itu merupakan bentuk tabarru’(sodaqoh). 

Namun berkaitan hubungan antara pemilik modal terhadap pekerja adalah suatu 

kewajiban bahwa hubungan diantara keduanya adalah persaudaraan, barang siapa 

saudaranya berada dalam kekuasaannya maka wajib baginya untuk memberikan 

makan dari apa-apa yang ia makan, ini merupakan suatu pendekatan 

berkelompok, sehingga tidak terjadi saling iri dan dengki dan saling menguasai 

yang bisa mengakibatkan konflik, mengenai hal ini Rasulullah Saw telah 

memberikan peringatan akan bahaya rakus dan pelit yang merupakan efek dari 

kesenjangan para hartawan yang menimbun kekayaan mereka. 

 اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم  حملهم على ان اغتصبوا اموالهم فسفكوا دماءهم فهلكوا
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 “ takutlah kalian akan rakus, karena  hal itu yang menyebabkan rusaknya umat 

sebelum kalian, juga menyebabkan mereka saling merampas harta mereka, 

sehingga  saling menumpahkan darah dan menyebabkan kerusakan bagi 

mereka.
123

 

 Disamping itu Rasulullah Saw juga memerintahkan kepada pemilik modal 

agar memberi pakaian kepada karyawannya sebagaimana pakaian yang ia 

kenakan, serta memberi pertolongan kepada mereka dengan melebihkan upah 

yang tertera dalam akad atau memberi upah melebihi kebiasaan dan melarang 

membebani mereka dengan beban kerja yang menyulitkan mereka ; 

 وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم

Dan hendaknya ia memberi pakaian kepadanya seperti pakaian yang ia kenakan, 

dan janganlah kalian membebani mereka dengan beban ( kerja ) yang tidak 

mampu mereka lakukan, jika kalian membebani mereka maka berikanlah 

pertolongan kepadanya.
124

 

 

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Salamah, dkk. dalam penelitiannya “Outsourcing Sumber daya Manusia : 

Tinjauan dari Perspektif Vendor dan Karyawan ‘’, menyimpulkan bahwa, 

outsourcing sumber daya manusia merupakan strategi yang banyak memberikan 

manfaat bagi vendor, disamping beberapa resiko yang harus dihadapi, sedangkan 

manfaat setrategi outsourcing sumberdaya manusia dari perspektif karyawan 

hanya dirasakan ketika mereka masih baru bekerja, memperoleh pekerjaan dan 

sebagai arena belajar untuk bekal mencari pekerjaan yang lebih baik. Ketika akhir 

satu tahun karyawan bekerja, mulai terasa resiko yang harus ditanggung, mungkin 

kontrak tidak dilanjutkan, mulai berfikir tentang karier dan masa depan yang tidak 

jelas, mulai terasa perbedaan dengan karyawan tetap perusahaan tempatnya 
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bekerja dan berbagai penyimpangan terhadap ketentuan ketenaga kerjaan yang 

dilakukan oleh perusahaan vendor.
125

  

Latupono dalam penelitiannya “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (outsourcing) di Kota Ambon” 

menyimpulkan bahwa salah satu bentuk hak asasi pekerja outsourcing  adalah 

jaminan untuk dilindungi sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan  serta 

pancasila dan tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945.  Akan tetapi  hak-

hak asasi pekerja khusus pekerja kontrak (outsourcing) yang sudah ada dalam 

peraturan perundang-undangan dinegara kita belum bisa diterapkan terhadap 

kasus-kasus yang terjadi pada pekerja kontrak khususnya di Maluku, hal itu di 

sebabkan antara lain  kurangnya pengawasan dan kurangnya pemahaman 

pimpinan perusahaan atau buruh tentang hak dan kewajiban mereka.
126

 

Tutri, dalam  penelitiannya “ Buruh dan Mimpi Kesejahteraan (Studi 

Masalah Kemiskinan Yang Dialami Buruh Outsourcing)” menyimpulkan bahwa 

tindakan -tindakan buruh kontrak/outsourcing memunculkan sebuah masarakat 

dengan ekspresi atau gaya hidup spesifik yang dipengaruhi oleh pendapatan 

mereka yang rendah, Sehingga dalam menjalani kehidupanya buruh 

kontrak/outsourcing selalu mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam setiap 

tindakannya, seperti menyewa rumah dengan harga yang murah meskipun dengan 

kondisi seadanya dan dilakukan secara kolektif, kepemilikan barang-barang atau  

benda dan juga pada umumnya tidak  memiliki barang-barang yang begitu banyak 

karena mereka tidak dapat menyisikan pendapatan mereka untuk membeli barang-

barang tersebut sebab pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun ada  sebagian  buruh  kontrak  yang  sudah  

berani mengkredit sepeda motor tetapi  mereka  menganggap mengkredit  sepeda 

motor adalah cara untuk menyisihkan pendapatan dan motor adalah tabungan  

bagi mereka. Pendapatan buruh kontrak/outsourcing tersebut rendah karena  
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mereka tidak mendapatkan tunjangan, walaupun ada sebagian yang mendapatkan  

tunjangan tetapi hanya tunjangan makan dan tunjangan kehadiran saja dari  

perusahaan yang mempekerjakannya, sehingga buruh kontrak/outsourcing 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tak jarang diantara mereka saling 

pinjam meminjam uang tetapi dalam jumlah yang relatif tidak begitu banyak, 

karena mereka menyadari bahwa mereka sama-sama mempunyai pendapatan 

rendah. Bahkan pola hidup berhutang di warung-warung dan membayarnya ketika 

menerima upah dari tempat bekerja sudah mejadi kebiasaan yang akhirnya 

menjadikan warung sebagai tujuan tempat berhutang. Buruh kontrak/outsourcing  

pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan tambahan sebab sebagian besar dari  

waktu mereka dihabiskan dalam perusahaan tempat mereka bekerja dan setelah 

pulang  bekerja mereka sudah dalam kondisi lelah yang tidak memungkinkan lagi  

untuk melakukan pekerjaan lainnya, serta mereka juga tidak memiliki skill yang 

cukup untuk membuka usaha lainnya.
127
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Tabel  2.1. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tujuan Penelitian  Hasil Penelitian 

01 Salamah, 

Dkk. 

(2011) 

Outsourcing  

Sumberdaya 

Manusia : 

Tinjauan dari 

Perspektif 

Vendor dan 

Karyawan 

Untuk 

mengetahui 

manfaat dan 

resiko 

outsourcing   

ditinjaudari 

perspektif vendor 

dan karyawan 

Perspektif vendor 

- Manfaat : dengan 

kepercayaan yang 

dimiliki, 

mempunyai 

kesempatan untuk 

masuk jadi 

pemain baru 

dalam dunia 

bisnis, 

berkembang dan 

bersaing dalam 

bidang jasa 

penyediaan dan 

pengelolaan SDM 

- Resiko : makin 

tinggi pendidikan 

karyawan makin 

besar dan 

kompleks resiko 

yang dihadapi. 

Perspektif karyawan 

- Manfaat : lebih 

banyak 

manfaatnya bagi 

karyawan baru 

dari pada 

karyawan lama 

- Resiko : lebih 

banyak dirasakan 

oleh karyawan 

lama dari pada 

karyawan baru 

02 Barzah 

Latupono 

(2011) 

Perlindungan 

Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia 

Terhadap Pekerja 

Kontrak 

(outsourcing) di 

Kota Ambon 

Untuk 

mengetahui 

perlindungan 

hukum terhadap 

hak-hak pekerja 

kontrak 

(outsourcing) 

Pekerja kontrak 

(outsourcing) sebagai 

makhluk Tuhan memiliki 

hak asasi sejak 

dilahirkan, sehingga 

tidak ada pihak lain 

boleh merampas hak 
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sebagai hak 

manusia dan 

untuk mengetahui 

implementasi 

perlindungan 

hukum dan hak 

asasi manusia 

terhadap pekerja 

kontrak 

(outsourcing) di 

kota ambon 

tersebut dan hak  asasi 

pekerja kontrak ini diakui 

secara universal  sesuai 

tercantum dalam piagam 

PBB tahun 1984 tentang 

HAM. Sedangkan sampai 

detik ini hak-hak asasi 

pekerja kontrak yang 

sudah ada dalam 

peraturan perundang-

undangan di negara kita 

belum bisa diterapkan 

terhadap kasus-kasus 

yang terjadi pada pekerja 

kontrak khususnya di 

Maluku. 

03 Rio Tutri 

(2015) 

Buruh dan 

Mimpi 

Kesejahteraan 

(Studi Masalah 

Kemiskinan yang 

dialami Buruh 

Outsourcing) 

Mendiskripsikan 

tindakan buruh 

miskin dalam 

meghadapi 

kemiskinannya 

tindakan buruh 

kontrak/outsourcing 

memunculkan sebuah 

masarakat dengan 

ekspresi atau gaya hidup 

spesifik yang 

dipengaruhi oleh 

pendapatan mereka yang 

rendah, selalu 

mempunyai 

pertimbangan-

pertimbangan dalam 

setiap tindakannya, 

saling pinjam meminjam 

untuk memenuhi 

kebutuhannya, pola 

hidup hutang diwarung, 

tidak mempunyai 

sampingan, tidak 

memiliki skill yang 

cukup untuk membuka 

usaha lain. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas jelas berbeda, 

karena penelitian ini lebih menekankan pada dimensi kesejahteraan karyawan 
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outsourcing dalam perspektif karyawan, sedangkan pada penelitian sebelumnya 

belum menyinggung tentang hal ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis kesejahteraan karyawan outsourcing untuk 

melengkapi penelitian terdahulu dengan Studi Empiris Karyawan outsourcing PT 

Spirit Krida Indonesia. 

E. Kerangka Berfikir 

 Kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhi kebutuhan 

dasar, makmur, sehat, damai dan selamat dari ancaman. Untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, seseorang dituntut untuk bekerja, melalui kerja itulah seseorang 

mendapatkan imbalan sehingga dengan imbalan yang mereka terima di harapkan 

bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan pada akhirnya mereka bisa hidup 

sejahtera.  

 Namun seiring semakin ketatnya persaingan dunia bisnis, perusahan 

dituntut untuk mengambil langkah-langkah tetentu untuk menghadapi ketatnya 

persaingan, outsourcing merupakan salah satu langkah yang perlu 

dipertimbangkan demi efisiensi perusahaan. Dengan adanya outsourcing, 

perusahaan dapat fokus terhadap pekerjaan inti sedangkan pekerjaan rutin yang 

bersifat kurang strategis dialih dayakan pada perusahaan outsourcing. Melalui 

metode delegasi atau outsourcing, pihak perusahaan hanya memikirkan how to 

doing business, sedangkan untuk urusan pengadaan jasa outsourcing diserahkan 

pada pihak lain (perusahaan penyedia jasa outsourcing), sementara pekerja 

outsourcing hanya memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinannya, atau 

meningkatkan kesejahteraan hidup dan keluarganya. 

 Untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang dituntut untuk bekerja, 

namun seiring semakin pesatnya dunia industri tidak semua orang dapat memiliki 

kesempatan untuk menjadi karyawan tetap suatu perusahaan sesuai harapan. 

Disatu sisi seseorang dituntut bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

namun disatu sisi lowongan pekerjaan mengharuskan terpenuhinya sarat-sarat 

tertentu yang harus dipenuhi oleh calon karyawan, antara lain harus memiliki 

ijasah sarjana. Oleh karena itu melamar pekerjaan dalam bidang  outsourcing  
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merupakan alternatif bagi orang yang hanya memiliki pengalaman pendidikan 

rendah, sehingga dengan menjadi bagian karyawan outsourcing diharapkan bisa 

terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui kompensasi, baik kompensasi langsung 

(direct compensation) maupun kompensasi tak langsung (indirect compensation / 

program kesejahteraan). 

 Dalam bidang MSDM, terdapat istilah kompensasi, baik kompensasi 

langsung mapun kompensasi tidak langsung.  Istilah yang kedua biasanya disebut 

juga dengan employee welfare atau kesejahteraan karyawan , termasuk benefit dan 

service. apapun  istilahnya pada dasarnya  maksud dan tujuan pemberianya sama, 

yaitu untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhanya di luar kebutuhan rasa 

adil, kebutuhan fisik dalam upaya meningkatkan komitmen pegawai kepada 

organisasi, meningkatkan produktifitas, mengurangi perputaran kerja, dan 

mengurangi gangguan unjuk rasa sebagai faktor yang sangat penting dalam usaha 

meningkatkan efektifitas organisasi.
128

 

 Islam tidak hanya mengaitkan kehidupan karyawan dengan produktivitas 

semata, namun juga dengan pertimbangan kemanusiaan yaitu antara lain melalui 

penigkatan  kesejahteraan kepada mereka. Dalam perspektif islam kebutuhan 

ditentukan oleh konsep maslahah dan Sejak awal disyariatkannya Islam tidak 

memiliki basis (tujuan) lain melainkan demi kemaslahatan umat.  Maslahat 

tersebut berupa terlindunginya agama, jiwa, akal, reproduksi, dan harta. 

Sedangkan  untuk meraih maslahat tersebut dibutuhkan sarana yang bersifat 

dloruriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Sedangkan dalam konteks kesejahteraan 

karyawan, program-program kesejahteraan  yang diberikan perusahaan hendaknya 

berdasarkan prinsip maslahat di atas, sehingga akan diketahui dimensi-dimensi 

kesejahteraan menurut Islam. Dengan demikian kerangka berfikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:  
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Gambar 2.3. 

Kerangka Berfikir 
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